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WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA ROBOLINGGO
NOMOR 139 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN SATUAN KERJA PERCONTOHAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang

menyatakan bahwa “Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi

pejabat di lingkungan instansi Pemerintah dalam

Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayant’;

b. bahwa untuk mengakselerasi pencapaian program-program
Reformasi Birokrasi khususnya yang terkait dengan upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengembangan
budaya kerja yang anti korupsi sebagaimana pertimbangan
huruf a, perlu dilaksanakan pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan
Pemerintah Kota Probolinggo dengan menetapkan beberapa
Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

sebagai unit percontohan dalam melaksanakan Pembangunan

Zona Integritas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Satuan Kerja
Percontohan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan

Pemerintah Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota;

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri



Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Kroupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman
Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Instansi Pemerintah;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATUAN KERJA PERCONTOHAN

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Satuan Kerja Percontohan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, sebagaimana dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

(1)

(2)

(3)

Pasal 2
Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan untuk
melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut
“Z1 WBK/WBBM” sesuai dengan indikator pembangunan ZI WBK/WBBM yang
telah ditetapkan.
Satuan Kerja ZI WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
fungsi :
a. penyusunan rencana kerja;
b. pelaksanaan pembangunan ZI WBK/WBBM dan pelaporannya; serta
c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Kerja
Percontohan yang melaksanakan pembangunan ZI WBK/WBBM mempunyai
tugas :
a. menyusun rencana kerja atas pelaksanaan pembangunan zona integritas
menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani;
b. mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan ZI WBK/WBBM,;
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI
WBK/WBBM;



d. mempersiapkan dokumen hasil pembangunan ZI WBK/WBBM untuk
dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilai Nasional
(TPN); dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan ZI WBK/WBBM kepada
Walikota Probolinggo.

Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 25 September 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 25 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA-BAGIAN HUKUM,

T £
I/
TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014




SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 139 TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA
PERCONTOHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PROBOLINGGO

PENETAPAN SATUAN KERJA PERCONTOHAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

TAHUN 2018
1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

REPLIKASI TAHUN 2018
1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2. KECAMATAN KADEMANGAN

REPLIKASI TAHUN 2019
1. RSUD dr. MOH. SALEH
2. KECAMATAN MAYANGAN

REPLIKASI TAHUN 2020

1. KECAMATAN KANIGARAN
2. KECAMATAN KEDOPOK
3. KECAMATAN WONOASIH

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
RUKMINI



